
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 2 TAHUN 2021   

TENTANG 

PERUBAHAN  ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN 

DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN 
COVID-19  DI KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penerapan protokol kesehatan pada 
tatanan normal baru dalam masa pandemi COVID-19 di 
Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol 
kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata 
Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya; 

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang
Penerapan Protokol kesehatan Dalam Rangka Pencegahan
dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota
Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol
Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata
Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya.

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273); 
 

3. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009      
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 
 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan           
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 
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10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanganan Wabah Penyakit Menular  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,                
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana            
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 
 

14. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang 
Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6220); 

 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang      
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan              
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

 

16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang 
Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 138) 

 

17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 34); 

 

 
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 
Disease2019 (COVID-19);  
 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2018 Nomor 157); 
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20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 

tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan 
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)           
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361); 
 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara      
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 
 

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 
104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus 
(Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat 
Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 
 

23. Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  440-830     Tahun 
2020 tentang Protokol kesehatan Produktif dan Aman Corona 
Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 
 

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian 
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

 
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 
Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah  dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya   Nomor 2); 

 
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 10); 

 

27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang 
Penerapan Protokol kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan 
Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota 
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020           
Nomor 68); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 67                 
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL 
KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN MEMUTUS 
MATA RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SURABAYA 
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Pasal I 
 

 

Ketentuan Pasal 31 dalam Peraturan Walikota Surabaya  
Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol kesehatan 
Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai 
Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya  (Berita Daerah         
Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 68) diubah, sehingga      
Pasal 31 berbunyi sebagai berikut : 
 

 
Pasal 31 

 
(1)  Pemerintah Daerah dapat menetapkan pembatasan 

kegiatan masyarakat guna mengurangi risiko penyebaran 
COVID-19. 
 

(2)  Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

 

a. pembatasan jam operasional kegiatan/jam malam; 
dan  
 

b. kegiatan yang dilarang beroperasi. 
 

(3)  Selain pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat 
menetapkan pembatasan kegiatan lain melalui produk 
hukum Daerah dan/atau Kebijakan Pemerintahan. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 
 

 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 9 Januari 2021 
                                                 

Plt. WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

WHISNU SAKTI BUANA 

 
 
 
 

 
 
Diundangkan di……………………… 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 9 Januari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 2 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Ira Tursilowati, SH.MH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 


